CASCADING KINERJA RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2024 - 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BONE

SASARAN- RPD

KAB. BONE Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Terciptanya Ketaatan Terhadap RT RW
2024-2026
INDIKATOR
SASA AR Nila Sakip Kabupaten (Predikat) Ketaatan Terhadap RTRW
KAB. BONE
2024-2026
TUJUAN Meningkatnya Ketenraman dan
RENSTRA Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyakarakat
Persentase Peningkatan Atas
Gangguan Ketentraman dan
ketertiban Umum berdasarkan
INDIKATOR
TUJUAN Hasil Evaluasi SAKIP Persentase Satgas Linmas yang
RENSTRA turut serta dalam perlindungan
masyarakat (linmas)




Persentase SDM Satpol PP terlatih

(Binmas)

SASARAN
RENSTRA

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatnya Kualitas Penegakan Perda

INDIKATOR
SASARAN
RENSTRA

Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP (Predikat)

Persentase Penegakan Perda / Perkada

PENANGGUNG
JAWAB SASARAN

RENSTRA

Meningkatnya Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Daerah

Perangkat Daerah

Daerah

Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota

SASARAN Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM Perkada
INDIKATOR Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Persentasee Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan
PROGRAM Perkada
UNIT KERJA
BIDANG TRANTIB
PENANGGUNG ¢ BIDANG BINMAS, BIDANG
JAWAB LG LINMAg’I:;i[s’A DAN PERDA PENEGAKAN PERDA
PROGRAM
RO Administrasi Administrasi . . _F_’engadaan Barar]g Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik e aneanal Ganggue?n Penegakan Peraturan Pembinaan Penyidik
Penganggaran dan . Administrasi Umum | Milik Daerah Penunjang . . Ketentraman dan Ketertiban Daerah Kabupaten / Kota . AP
KEGIATAN Keuangan Perangkat Kepegawaian . Penunjang Urusan || Daerah Penunjang Urusan . |Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Perangkat Daerah Urusan Pemerintah . Umum dalam 1 (Satu) Daerah dan Peraturan Bupati /
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Wali Kota




Tersedianya Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, Evaluasi

L Terlaksananya Tersusunnya Tersedianya Pengadaan . Terselenggaranya Terlaksananya Penanganan Terlaksananya Peraturan .
dan Pelaporan Kinerja L . Terselenggaranya . Tersedianya Jasan ) - Terlaksananya Pembinaan
SASARAN Penyelenggaraan Administrasi . : Barang Milik Daerah ) Pemeliharaan Barang Milik Gangguan Ketentraman dan Daerah Kabupaten / Kota . ) o
Perangkat Daerah . ) . Administrasi Umum , Penunjang Urusan . ) ) Penyidik Pegawai Negeri Sipil
KEGIATAN o Administrasi Keuangan | Kepegawaian Perangkat Penunjang Urusan . Daerah Penunjang Urusan | Ketertiban dan Umum dalam 1 (satu)| dan Peraturan Bupati /
berdasarkan jenis dokumen Perangkat Daerah : Pemerintahan Daerah . ) (PPNS) Kabupaten / Kota
L ) Perangkat Daerah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/Kota Walikota
yang wajib disusun sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Persentase Rata - Rata Persentase Penvusunan Persentase Rata - Rata | Persentase Rata - Rata | Persentase Rata - Rata | Persentase Rata - Rata | Persentase Rata - Rata | Persentase Penanganan Gangguan Persentase Peraturan Persentase Pembinaan
INDIKATOR Capaian Kinerja Indikator L . y Capaian Kinerja Indikator| Capaian Kinerja Indikator | Capaian Kinerja Indikator | Capaian Kinerja Indikator] Capaian Kinerja Indikator Ketentraman dan Ketertiban dan Daerah Kabupaten / Kota . ) o
. Administrasi Keuangan ) ) ) . . ) Penyidik Pegawai Negeri Sipil
KEGIATAN Program Teknis Perangkat Peranakat Daerah Program Teknis Program Teknis Program Teknis Program Teknis Program Teknis Perangkat Umum dalam 1 (satu) Daerah dan Peraturan Bupati / (PPNS) Kabupaten / Kota
Daerah 9 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Daerah Kabupaten/Kota Walikota P
UNIT KERJA
BIDANG TRANTIB
PENANGGUNG ¢ BIDANG BINMAS, BIDANG
JAWAB EERRE LINMA:'I:;T;A RaN PERDA PENEGAKAN PERDA
KEGIATAN
Perencanaan, Administrasi Administrasi - . Il?engadaan Barar}g Penyediaan Jasa  |Pemeliharaan Barang Milik Penanganan Ganggue?n Penegakan Peraturan Pembinaan Penyidik
Penganggaran dan . Administrasi Umum | Milik Daerah Penunjang - . Ketentraman dan Ketertiban Daerah Kabupaten / Kota . -
KEGIATAN L Keuangan Perangkat Kepegawaian . Penunjang Urusan | Daerah Penunjang Urusan . |Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintah . . Umum dalam 1 (Satu) Daerah dan Peraturan Bupati /
Daerah Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah | Pemerintahan Daerah . Kabupaten / Kota
Perangkat Daerah Daerah Kabupaten / Kota Wali Kota
Penyediaan Jasa Pencegahan Gangguan
. " Pendidikan dan Penyediaan Komponen | Pengadaan Kendaran . Pemeliharaan, Biaya Ketenteraman dan Ketertiban Sosialisasi Penegakan . -
Penyusunan Dokumen | Penyediaan Gaji dan . . AN At . Penyediaan Jasa . . . Lo Pembinaan Penyidik
SUB . Pelatihan Pegawai Instalasi Listrik/ Perorarangan Dinas o Pemeliharaan, Pajak dan | Umum Melalui Deteksi Dini dan Peraturan Daerah dan . s i
Perencanaan Perangkat | Tunjang ASN (Satuan . Komunikasi, Sumber .. . . ... |Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
KEGIATAN 1 . ; Berdasarkan Tugas | Penerangan Bangunan | atau Kendaraan Dinas . L Perizinan Kendaraan Cegah Dini, Pembinaan dan Peraturan Bupati/Wali
Daerah Polisi Pamong Praja) . Daya Air dan Listrik . . . Kabupaten / Kota
dan Fungsi Kantor Jabatan Dinas Operasional atau | Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Kota

Lapangan

Pengamanan, dan Pengawalan




Terlaksananya Pencegahan

Terlaksananya
Pengembangan dan

Terlaksananya Tersedianva Komoonen Tersedianaya Jumlah Tersedianya Jasa Gangguan Ketenteraman dan Terlaksananva Sosialisasi Peningkatan Kapasitas
Tersusunnya Dokumen ) " Pendidikan dan y ) P Unit Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Ketertiban Umum Melalui Deteksi v Pejabat PPNS dalam
SASARAN Tersedianya Gaji dan . . Instalasi . o . . L L . Penegakan Peraturan
Perencanaan Perangkat . Pelatihan Pegawai - Perorangan Dinas atau | Komunikasi, Sumber Pemeliharaan, Pajak dan | Dini dan Cegah Dini, Pembinaan Mendukung
SUB KEGIATAN 1 Tunjangan ASN Listrik/Penerangan . ) . - A Daerah dan Peraturan .
Daerah Berdasarkan Tugas dan Kendaraan Dinas Daya Air dan Listrik | Perizinan Kendaraan Dinas | dan Penyuluhan, Pelaksanaan I Penyelenggaraan Ketertiban
. Bangunan Kantor . . : Bupati/Wali Kota
Fungsi Jabatan yang Disediakan Operasional atau Lapangan Patroli, Pengamanan, dan Umum dan Ketentraman
Pengawalan Masyarakat serta
Penegakan Perda
Jumlah Laporan Hasil
Jumlah Kasus Gandguan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan
Jumlah Pegawai . Jumlah Laporan Jumlah Kendaraan Dinas 99 . Pelaksanaan Sosialisasi | Kapasitas Pejabat PPNS
Jumlah Paket Komponen| Jumlah Unit Kendaraan ) . Ketenteraman dan Ketertiban
Jumlah Dokumen Jumlah Orang yang | Berdasarkan Tugas dan . ) Penyediaan Jasa Operasional atau Lapangan . N Penegakan Perda/Perkada dalam Mendukung
INDIKATOR . . . . Instalasi Perorangan Dinas atau o o Umum Melalui Deteksi Dini dan .
Perencanaan Perangkat Menerima Gaji dan | Fungsi yang Mengikuti - . Komunikasi, Sumber yang Dipelihara dan - . Kepada Penyelenggaraan Ketertiban
SUB KEGIATAN 1 . - Listrik/Penerangan Kendaraan Dinas : o . ) Cegah Dini, Pembinaan dan
Daerah Tunjangan ASN Pendidikan dan - Daya Air dan Listrik yang|  dibayarkan Pajak dan . Masyarakat/Kelompok Umum dan Ketentraman
. Bangunan Kantor Jabatan yang Disediakan - . Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pelatihan Disediakan Perizinannya Massyarakat/Pelaku Masyarakat serta
Pengamanan, dan Pengawalan
Usaha Penegakan Perda dan
Perkada
Koordinasi dan Penindakan Atas Ganggl:lan Pengawasan Atas
. Pengadaan . Ketenteraman dan Ketertiban
R Penyusunan Laporan Penyediaan Peralatan i, Penyediaan Jasa . Kepatuhan Terhadap
SUB Evaluasi Kinerja Perangkat Kendararaan Dinas Pemeliharaan Peralatan Umum berdasarkan Perda dan
KEGIATAN 2 Daerah Keuangan dan Perlengkapan Operasional atau Peralatan dan dan Mesin Lainnya Perkada Melalui Penertiban dan Pelaksanaan Peraturan
Bulanan/Triwulanan/S Kantor P Perlengkapan Kantor Y . Daerah dan Peraturan
Lapangan Penanganan Unjuk Rasa dan -
emesteran SKPD Bupati/Wali Kota
Kerusuhan Massa
Terlaksananya Terlaksananya Penindakan Atas
. erlaksananya Pengawasan
Koordinasi dan Tersedianya Kendaraan Tersedianya Jasa Terlaksananya Gangguan Ketenteraman dan Atas Kepatuhan Terhada
SASARAN Terlaksananya Evaluasi | Penyusunan Laporan Tersedianya Peralatan Y y y Ketertiban Umum berdasarkan P P

SUB KEGIATAN 2

Kinerja Perangkat Daerah

Keuangan
Bulanan/Triwulan/
Semester SKPD

dan Perlengkapan Kantor

Dinas Operasional atau
Lapangan

Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Perda dan Perkada Melalui
Penertiban dan Penanganan Unjuk
Rasa dan Kerusuhan Massa

Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota




INDIKATOR
SUB KEGIATAN 2

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan/Sem
esteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atatu
Lapangan yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umumberdasarkan Perda dan

Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan
Pendindakan

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Pengawasan
yang Dilakukan Terhadap

Kepatuhan Terhadap

Pelaksanaan Peraturan

Daerah dan Peraturan

Bupati/Wali Kota

Penyediaan Jasa

Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban

Penanganan Atas

SuB Penyt?d[a an Bahan Pengadaan Mebel Pelayanan Umum Pemeliharaan Mebel Umum serta Perlindungan Pelanggaran Peraturan
KEGIATAN 3 Logistik Kantor . Daerah dan Peraturan
Kantor Masyarakat Tingkat BupatiWali Kota
Kabupaten/Kota P
Tersedianya Dokumen Hasil
L Terlaksananya
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Atas
SASARAN Tersedianya Bahan . Tersedianya Jasa . y. Penyelenggaraan Ketentraman dan g
. Tersedianya Mebel Pemeliharaan Pemeliharaan . Pelanggaran Peraturan
SUB KEGIATAN 3 Logistik Kantor Pelayanan Umum Kantor Ketertiban Umum serta
Mebel . " Daerah dan Peraturan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Bupati/Wali Kota
Kabupaten/Kota P
Jumlah Dokumen Hasil Jumiah Laporan
- Pelaksanaan Penanganan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi
Jumlah Paket Bahan . Atas Pelanggaran
INDIKATOR - Jumlah Paket Mebel Penyediaan Jasa Jumlah Mebel yang Penyelenggaraan Ketentraman dan
Logistik Kantor yang - o . Peraturan Daerah dan
SUB KEGIATAN 3 - yang Disediakan Pelayanan Umum Kantor Dipelihara Ketertiban Umum serta
Disediakan Peraturan Gubernur yang

yang Disediakan

Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

Dapat Ditangani Sesuai
SOP

SuUB
KEGIATAN 4

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban
Umum




SASARAN
SUB KEGIATAN 4

Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya Peralatan
dan Mesin Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Tersedianya Dokumen yang
Memuat Hasil Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat dalam
rangka Ketentraman dan
Ketertiban Umum

INDIKATOR
SUB KEGIATAN 4

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya yang
Disediakan

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Dokumen yang Memuat
Hasil Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

SuUB
KEGIATAN 5

Penyediaan Bahan
Bacaan Dan Peraturan
Perundang- Undangan

Peningkatan Kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan Masyarakat
Termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi
Manusia

SASARAN
SUB KEGIATAN 5

Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan

Terlaksanya Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat
Termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi
Manusia

INDIKATOR
SUB KEGIATAN 5

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan

yang Disediakan

Jumlah SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat yang
Ditingkatkan Kapasitasnya




Penyelenggaraan Rapat

Kerja Sama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Teknik

SiEle Koordinasi dan Pencegahan dan Penanganan
NEEZARE Konsultasi SKPD Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Terlaksanya Kerja Sama antar
Terlaksanya Rapat Lembaga dan Kemitraan dalam
SASARAN Teknik Pencegahan dan

SUB KEGIATAN 6

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

INDIKATOR
SUB KEGIATAN 6

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerja Sama antar
Lembaga dan Kemitraan dalam
Teknik Pencegahan Kejahatan

Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana

SUB
KEGIATAN 7 Ketentraman dan Ketertiban
Umum
SASARAN Tersedianya Sarana Prasarana
Ketentraman dan Ketertiban

SUB KEGIATAN 7

Umum

INDIKATOR
SUB KEGIATAN 7

Jumlah Sarana dan Prasarana
Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang Tersedia

SUB
KEGIATAN 8

Penyusunan SOP Ketertiban
Umum dan Ketentraman
Masyarakat




SASARAN
SUB KEGIATAN 8

Tersedianya Dokumen SOP
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

INDIKATOR
SUB KEGIATAN 8

Jumlah Dokumen SOP Ketertiban
Umum dan Ketentraman
Masyarakat yang Telah dibuat
Dibuat dan Didokumentasikan

Penyediaan Layanan dalam rangka
Dampak Penegakan Peraturan
Daerah dan Perkada

Tersedianya Layanan dalam
rangka Dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Perkada

Jumlah Laporan Penyediaan
Layanan Dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Perkada
yang Terlayani

SUB UNIT KERJA
PENANGGUNG
JAWAB
SUB KEGIATAN

SEKRETARIAT

BIDANG TRANTIB,
LINMAS, PERDA DAN
BINMAS

BIDANG BINMAS,
PERDA

BIDANG
PENEGAKAN PERDA




KELOMPOK Dokumen Perencanaan Pele.ly.a nan . Peley.anan . Pelayanan Administrasi| Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik|  Organisasi Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Organisasi Perangkat
Penganggaran dan Administrasi Administrasi . . . . " .
SASARAN g . Umum Satuan Polisi | Satuan Polisi Pamong | Penunjang Urusan || Daerah Penunjang Urusan| (OPD), Lembaga, Pemerintah Daerah (OPD) / Lembaga | Daerah (OPD)/ Lembaga
Evaluasi Kinerja Satuan Keuangan Satuan | Kepegawaian Satuan . . . . X L
KEGIATAN . . . . L . Pamong Praja Praja Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Daerah dan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa
Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja | Polisi Pamong Praja
1. Bupati & Wakil Bupati |1. Bupati & Wakil 1. Bupati & Wakil 1. Bupati & Wakil Bupati|1. Bupati & Wakil 1. Bupati & Wakil |1. Bupati & Wakil 1. Kepolisian 1. Kepolisian 1. Kepolisian
2. Sekretaris Daerah Bupati Bupati 2. Sekretaris Daerah Bupati Bupati Bupati 2. Kejaksaan 2. Kejaksaan 2. Kejaksaan
Kab. Bone 2. Sekretaris Daerah  |2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 2. Sekretaris Daerah 2. Sekretaris 2. Sekretaris Daerah |3. Pengadilan 3. Pengadilan 3. Pengadilan
3. Bappeda Kab. Bone Kab. Bone Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone Kab. Bone Daerah Kab. Bone 4. Dinas Sosial 4. Dinas Sosial 4. Dinas Sosial
4, BKAD Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone  |3. BKAD Kab. Bone 4, BPKP 3. BKAD Kab. Bone Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone |5.BPBD 5.BPBD 5.BPBD
5. DPRD Kab. Bone 4. BPKP 4. BPKP 5. BPK-RI 4. BPKP 3. BKAD Kab. Bonel4. BPKP 6. Rumah Sakit 6. Rumah Sakit 6. Rumah Sakit
STAKEHOLDER |[|6. Inspektorat Provinsi 5. BPK-RI 5. BPK-RI 6. Media Cetak 5. BPK-RI 4. BPKP 5. BPK-RI 7. Kantor Camat 7. Kantor Camat 7. Kantor Camat
TERKAIT Sulawesi Selatan 6. BPKSDM 7. Perusahaan 6. Perusahaan 5. BPK-RI 6. Perusahaan 8. Lurah/Desa 8. Lurah/Desa 8. Lurah/Desa
7.BPKP 7.LAN 6. Perusahaan 9. Masyarakat 9. Masyarakat 9. Masyarakat
8. BPK-RI 10. Media Cetak 10. Media Cetak 10. Media Cetak

9. Kementerian Terkait

11. Bea Cukai

11. Bea Cukai

11. Bea Cukai

Watampone, 13 Januari 2023

Pembina Utama Muda

atuan Polisi Pamong Praja

NIP. 196911201995031004










